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Hukuin dan Pembangu}ééh |

: USﬁAE BEW&SA Dﬂmm UNBAWG UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Wa}fhy@n@ Darmabrata

Pembahasan masaloh usic dewasa dalam: Un—-
dang-undang No. 1 Tahun 1974 tenfang:Per- ﬁ
«kawingn, dimaksudlan sebagai suatu peneli-
don awal, yang masih perii dzfmdaidatzjurz '
Dan ternyoia penulis artikel ini menjumpai
. bakwe UU No. 1/1974 tidak mengatur batasan
_ perzgeman tentang usin dewasa dan pengertian
.| dewasa, Istilah dewasa memang. dijumpai
lam pasal 46 ayat @} dan pasal 49 ayat (1), te- .
tapi Hdak dijumpai penjelasan fentang arid de-

vasa. Penulzs meayamnkan agar batas asza de-

aiar encoba membahas hall_fyang
-berkaztan dengan usm dewasa untuk dapat memperoleh gambaran mengenai
d - L:tahun 1974 tentang

4

_._peneht:an awa] yang masih perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut, terutama
: dalam kaitan maksud 1Pembentuk-Undang-undan \_dan teiaah yang berkaxtan

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsu yang be kaxtan dengan
dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan hukum
yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk
bertindak dalam lalu lintas- ‘huleum;- khususnya- dibidang hukum perdata.

Masaiah yano mgm dibahas atau d:uralkan jalah seberapa jauh Undang~
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undang No | 'tahun 1974 mengatur ‘mengenai usia dewasa serta poIa
pengaturan bagaxmanakah yang dianut, sekaligus mencoba memperbandmg- )
: kannya dengan’pengaturan: dldaiam Kitab: Undang-Undang Hukum Perdata,

Lazim dianut pendapat. bahwa usia dewasa dikaitkan dengan’ pasal 47-dan
pasal 50 Undang-Undang‘ No.:d tahun"-1974 tentang Perkawman Dar; ketem

sedangkan pasal-«SO di:
i)zbandmgkan ' )
Hukum'Perdata, : ; dewasa atau kedewasaan diatur didalam pasal 330
T "nmundang Hukum Perdata yang terdapat didalam Bab XV Buku

pa ¥ ng ingin kit ahas berdasarkan uraian tersebut dxatas* Pem—
san dititik beratkan : pada kajian mengenzn poia pengatiran “didalam
Undéng—Undang No: 1 tahun 1974 dibandingkan dengan pola pengaturan’ dl-
dalam Kitab Unda '—Undangihukum Perdata ‘Hal'ini‘sebagai upaya untuk.
dapat memberikan’ ‘pemahaman‘yang: febih mendalam dlsampmﬁ dimaksud-
kar untuk dapat pula memberikan gambaran mengenai persamaan’ ‘dan perbe-
daannya ‘§ehingga dxharapkan ‘akan ‘dapat” diambil manfaat, dari- upaya
perbandingan tersebut ‘Namun demikian’ kajian dlbidang hukum lain kiranya
masih perlu dlpemmbangkan baik dalam’ lingkup hukum adat, hukum Islam,
maupun dari sem peraturan perundang—undangan_lam yang telah mepgatur
hal 'yang sama.* e AT :

Bif Pengaturan Dalam Kitah _
Undang-Undang Hukum Perdata foE

1tab Undang Undang Hukum Perdata, menuatur mengenal Kebelum
Dewasaan-didalam Bab XV 'Buku I:Kitab. Undang-undang Hukum Perdata;
dengan judul* Kebelum dewasdan dan’ Perwalian: Dalam Bab XV tersebut
Bdgian | mengatur mengenai Kebelum Dewasaan, ‘dimana pasal 330 tercan-
tum, dan Bagian 2 Bab XV mengatur mengenai Perwalian. Bab XV, didahu-
lui oleh Bab XIV yang mengatir ‘mengenai Kékuasaan Orang Tua. Untuk
lebih jelasnya pola pengaturan- didalam: Kltab Undang-Unaang Hukum
Perdata ' dapat-dijabarkan sebagai berikut: > v
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Bah_XV Buku I. K U H Perdata mengatur Kebelum Dewasaan dan

(dua pnluh satu) tahun, dan tzdak Iebxh dah_ ';telah kawm -

Apabila perkawinan it dibubarkan sebelum-umur mereka genap 21 (dua

puluh ‘satu) tahun; maka. ‘mereka tidak kembali fagi dalam kedudukan: belum

dewasa. Mereka, yang belum dewasa . dan tidak berada dibawah. kekuasaan
orang tua, berada dibawah perwahan atas dasar dan dengan cara. sebag31~
mana teratur. dalam Bagian Ketiga, Keempat, Kelima dan ke enam Bab ini.

‘Penentuan -arti belum dewasa -yang dipakai dalam- beberapa peraturan

pemndang—undangan terhadap bangsa Indonesia. Ordonansi 31 Januari 1931,

L.N..1931-54, timbul karena Ordonansi 21 Desember 1917 L:N, 1917- 138

dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut: : ;

1) Apabila. peraturan. pemndang-undangan memakai istilah belum dewasa

- maka. sekedar. mengenai . bangsa Indonesia, dengan istilah itu. yang

o dlmaksudkan segala orang yang belum: mencapal umur genap 21 tahun

.__.,:_dan ndak lebih dahulu telah kawin.. .. .

2). .Apabila- perkawman it d:‘oubarkan sebelum mulaz umur 21 (duapuluh
dua) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum
dewasa.

3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:
Seorang jejaka yang-belum mencapai.umur.genap delapan belas tahun,

sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun,

tak diperbolehkan mengikat dirinya-dalam perkawinan. Sementara itu, dalam
hal. 'adanya . alasan-alasan .yang ‘penting Presiden, berkuasa mentiadakan
larangan ini-dengan memberikan dispensasi. Pasal 42 Kitab Undang-Undang
hukum Perdata menentukan bahwa; Anak-anak kawin yang telah dewasa;
namun belum; mencapax umur-genap tiga puluh tahun, masih Juga untuk
kawin meminta izin dari bapak dan ibu mereka. -

-Dari ketentuan pasal tersebut diatas kiranya dapat kita oerlkan catatan
beberapa hal yang berkaatan dengan pengaturan usia dewasa antara fain
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melakukan-suém{perbuataﬂ hukﬁm tertentu. ‘Halini dapat klta lxhat bahwa
dalam K:tab Undang‘Undang_Hukum Perdata batas usaa cakap untuk mela~

setidak txdaknya sama’ dengan batas usia dewasa umiim tersebut misalnya
kecakapan untuk memb_uat perjanjian (pa§_ai 1320 jo. 133{_) KUHqud_)__ > |

mereka tidak kembah menjadx belum dewasa.’ Dalam Kitab 'Undanglundang
hukum Perdata' asai 29 menentukan bahwa usia” untuk_‘ dapat melangsu;;g-

maka mereka'tidak kembali 'menjadi belum dewasa.’ Undano-undang meng-
anggap bahwa mereka telah dewasa, dan dapat dipertanggung jawabkan ‘atas
perbuatannya.

Bagi mereka yang telah berusia 21 tahun,kalau akan melangsungkan per-
kawinan, tetap memerfukan'izin kawin, hinggabatas usia 30 tahun. Pasal 42
Kitab Undang-Undang ukum Perdata menentukan bahwa: Anak-anak kawin
yang telah dewasa, namun belur mencapai umur: Genap 30 tahun rnaszh Juca
unfuk: kawin meminta izin dari bapak dan ibu mereka. e

+Dengan-demikian; bagi mereka yang telah berusia’ genap 30 tahun Jika
akaz; meiangsungkan perkawman tzdak memerlukan 1zm dan bapak atau

3. ‘Usia: Dewasa Erat Kazrannya Dengarz Kekuasaan Orang T ug'
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.;-bahwa Mereka yang. belum dewasa _dan ndak__berada dibawah kekuasaan'
' - i an tersebut kiranya: dapat

d. Usia Dewasa Erar Kaztannya 'Defzgan Perwahan' 4
Pasal 330 2y 3- Kuab, Undang»Undang Hukum Perdata menentukan bah-

tahun atau beiurn memkah dan udak berada daiam kekuasaan orang tua,
berada dxbawah perwahan Perwalian.. bersifat tunggal, dan tidak dapat
dlbagx-baga Oleh ‘karena..itu -tidak. dapat diangkatdua crang wali, untuk
menjadi. wali- seorang anak R T

C Pengaturan Dalam Undang-Undang }’erkawman

__ Pengaturan mengenal us:a dewasa }aznmnya d:s;mpulkan atau dlkaxtkan

dengan pasal 47 dan pasal - 50. Undang-Undang.No. 1.tahun 1974 tentang

Perkawinan: Pola pengaturan didalam Undang-Undang Perkawman berkalt-

an-dengan kedua pasal tersebut ialah sebagai berikut: _ - i

- Bab X Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenaz Hak dan Kewa—
jiban Antara Orang Tua dan Anak (dimana pasal 47 diatur);

- Bab X1-Undang-Undang Perkawinan: mengatur meﬁgenal Perwahan

- P 7.0 LY




ng-Undang Perkawman Kebelum dewasaan txdak dsatur da}am. |

didalam dan dx]uar'PenUadﬂan T -
Selanjutnya pasai 48: Undang UndangPerkawma menentukan bahwa orang
tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadazkan barang-barang
tetap yangdimiliki anaknya yang: ‘belum’ berumur 18 (delapan: belas) tahun
atau belum pernah melangsungkan: perkawinan; kecuah apablla kepentmgan
anak itu menghendakinya. '

Pasal 50 Undang-Undang No. I tahun 1974, dlatur dxdaiam Bab Xi yang
berjudul Perwalian:-. Pasal tersebut :menentukan sebigai berikugy: &
1) Anakyang belum mencapai: umur 18- (delapan belas) tahun atan’ behzm

-~ pernah, melangsungkan perkawman ‘'yang tidak: berada dlbawah kekuaa

“saanvorang tua; berada‘dibawah kekuasaan walis A
2) ‘Perwallan itw: mengenax pnbadi anak yang bersanakutan maupun harta

“bendanya;: il :

Apablla kita: kaitkan dengan pengaturan mengenai usia seseorang untuk dapat
melangsungkan: perkawman ‘sesuai.dengan: pembahasan berdasarkan pola
pengaturan didalamkitab Undang-undang Hukum Perdata;maka pembahasan
kita kaitkan ‘dengan ketentuan: dalam pasai 7 Undanw-unciang No 1 tahun‘
1974 tentang Perkawinan.  «- i G

. Pasal 7-ayat L-undang- Undang No 1 tahun 1974 menentukan ‘bahwa
?erkawmam hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan
belag) tahun dan pihak wanita:sudah mencapai umur- 16 (enam belas-tahun).

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan:bahwa; antuk
melangsungkan perkawinan:seorang . yang: belum mencapai. umur 21 (dua

nufk earni faliim BamiomammAd nmatlrom 2ot o Temedecm monr s o for g g




dxtentukan usxa 18-.tahun) .
Poia pengaturan demikian- berbeda dengan Kztab Undanc—Undang Hukum
Perdata, yang menenmkan pengaturan sebagai berikut: - L G
Bab X1V ‘mengatur; mengenai Kekuasaan Qrang: Tua sedangkan
Bab XV mengamr mengenai: Kebelum Dewasaan dan Perwalian.:
- Baglan 1 mengatur- mengenai: Kebelim Dewasaan,: dimana pasal 330

- terdapat; dan ditentukan usia 21 tahun untuk:usia: dewasa '
- Bagian 1I Bab XV mengatur mengenai. ‘Peérwalian: . :

Dalam 'Undang-Undang No.:1 tahun: 3974 tentang Perkawman tzdak terdapat

sepem dalam K:tab Undano»Undang Hukum Perdata. -Dengan. demxkxan
dapat ‘dikatakan bahwa Undang-undang: Perkaawnan t]dak mengatur secara
tegas tentang usia dewasa S e e

2 Usza Dewasa Tdak TerAazt Langsung Dengan Usza Perkawman

- Perumusan: ‘dalam ‘Pasal 47 yang menentukan-bzhwa anak yang belum
mencapal nmut 18 tahun. atay ~belum pernah: melangsungkan ‘perkawinan
(intinya sama dengan pasal 50),-menunjukkan bahwa-usia- 18 tahun tidak
terkait-dengan usia perkawinan (pasal 7 ayat-1).Pola perumusan demikian
berbeda dengan pola perumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Per-
data (pasal 330 jo..pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bahkan
dapat ditafsirkan bahwa, anak kalimat ..." atau belum pernah menikah ":i;
merupakan-alternatip Jain selain-usia-18 tahun, untuk menunjukkan seorang
masih berada dibawah kekuasaan orang tua/perwalian. Pasal 47 maupun:50
Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dibaca seperti layaknya membaca
ketentuan pasal 330 d:hubungkan dengan pasai 29 Kltab Undang—Undang
hujkam Perdata. -

::Mengapa demak;an" Alasaxmya iika dzsxmpulkan usia dewasa 18 tahnn
da‘m dikaitkan dengan pasal 7 ayat 2; maka; '

~ketentuan tersebut:hanya: mnngkm terjadx pada wanita, dlmana wamta
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~ Usia Dewasa

; angsungkan perkawman o 'daiam pasal
't-hemat karm tid&k terkalt dengan’ usia
i¥i send i, ‘Artinya mereka

yang b@rada d;bawah keku ari oranﬁ‘ tua 1alah
" Mereka yang ‘Deliim” genap berusxa 18 tahting
“Mereka’yang belum pernah me}angsungkan perkawinan, - el
Ketentuan dalam pasal 47 Undang—Undang No 1 tahun 1974 dapat dxamkan
bahwa: G
- mereka yang belum berus:a 18 tahun dan belum memkah berada dlbawah
o kekuasaan prangitua; S SE s
- mereka yang sudah berusm 18 tahun dan sudah memkah tldak berada di
bawah keuasaan orang tua;
- mereka yang berusia 18 tahun, tetapi belum memkah mesklpun sudah
" “usia19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat2), tetap
" “belum dewasa ‘dan berada‘dibawah keuasaan orang tua. * -
Prof. Dr.*Hazaitin, SH. berpendapat batiwa-perumusan ‘pasal 47 pmcan,_.,,
karena menurut pasal tersebut anak yang sudah berusia 18 tahun apabﬁa
bﬂium menikah; makadia: sekahgus déwasa dan ‘belum 'dewasa; -
¢ Hal inj meninjukkan pula bahwa pasal 47 Undang-{}ndang Perkawman
txdak dapat:-dibaca seperti membaca makna pasal 330 Kitab undane-Undang
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:- 'sza D&WS& dengan Penvalzan N P —
: atatan ‘yang sama bagi. pengamran kekuasaan orang tua eranya dapat

 kita beri pula. pada ‘pengaturan mengeﬁax Perwahan, pasal 50 Bab, X1
Undang—U_ dang: Perkawinan. Namun kiranya dapat diberikan tambahan cata-
~ tan sebagai- Dberikut: Undang- dang Perkawman ‘mengatr dengan pola
_ .pengaturan sebaga: berikut; : . _

oia pengaturan demlklan maka dapat daberakan catatan sebaga;.

berikut:
- Undang-undang Perkawman tidak mengatur usia dewasa, tetapi secara

wajar usia dewasa memang dapat. disimpulkan 18, tahun. Dikatakan
i secara: wajar, ‘berdasarkan bandingan dengan. poia pengaturan. dalam

: Kt '*Undang nd_ang Hukum. :Perdata, -namun-belum dapat dlkatakan
ahw_ usia-=“18 tahun. adalah -usia’ -yang tepat untuk-menafsirkan u31a
«dewasa. berdasarkan pola pengaruran Undang—undang Perkawinan, .

' kuasaan orang tua: mempakan pengaturan yang berdiri sendiri, dengan
iri tunggal,dan: lepas dari. perwalian, dengan ketentuan.mereka yang
.- belum berusia ¢ genap 18 tahun dan belum menikah berada dibawah ke:
___ﬁkuasaan orang tua atau bag1 mereka yang tidak berada dibawah kekuasan

. Orang fua mereka d:letakkan dibawah perwalian; - - '
- Pola pengaturan usia pada pasal. 47, 50 (member;kan gambaran masmg—
masing berdiri sendiri),. memmbulkan konsekwensi bahwa undang-un-
dang tidak mengatur secara jelas,. kapan atau apa kriteria seoranrr anak
-+ yang harus diletakkan dibawah perwalian,. = -
Hai ini berbeda dengan pola pengaturan dalam Kitab Undang-undan g Hukum
Perdata, . N
Daiam Kltab Undang~Undang Hukum Perdata pola pengaturannya secara
garis besar ialah sebagai berikut:: : et S :
- Kekuasaan orang tua;
-Usia.Dewasa, dan - Perwalian, - _ :
: ._--;=Daiarn Bagzan yang: mengatur Usm Dewasa, pengaturannya dxtentukan
usia dewasa tersebut; yakni21 tahun. Berdasarkan perumusan pasal 330
.::J0.:29 Kitab- Undang»Undang Hukum- Perdata dapat diartikan sebagai
i berikuts: ,
- mereka yang belum bems:a 21 tahun dan belum memkah be]um dewasa
----mereka yang belum berusia 21 tahun, tapz sudah menikah telah dewasa,
-+ dan kalau perkawinan bubar sebelum usia 21 tahun tidak kembali men-



“mereka yang belum dewasa artanya belum berus' D19 :
“wah kekuasaan orang tua (dencan memperhatlkan_ iri dan s1fat
. -saan:' rang tua), s C :

Sebelum melakukan anahsa eranya-’p ]
Dr ‘Hazairin, SH.: “dalam’ Tinjauan Mengenal Undaﬂﬂ-Undang No. q tahun
1974 tentang Perkawinan, dimdna beliau menyatakan ‘bahwa; penyusunan Ut
dang»-unciang Perkawinan belim berarti telah $empurna. Usaha penyempur-
naannya adalahtugas bersama -akili-ahli hukum badan peradilan, badan
legislatip“dan‘'badan * administratip “ditiari 'yang “akan’ ‘datang’ sehiibungan
dengaii’ tlmbulnya persoalan-persoalan ‘yang - Korikrit didalam’ menja}ankan
Undanﬁ-undang Perkawinantérsebut. Kesempumaan tidak “dapat “dicapai
sekaligus, “tefapi: haraya dapat*dicapai ‘secara berangsur-angsur “Pendapat
tersebut memberikan peiuang kepada para ahli hukum® untuk melakikan
penelitian; dan’ memberlkan sumbangan pxklran bag1 penyempumaan Un~
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' dasarkan 'ralan pada pembahasan terdahuiu klranya dapat. dlberakan

_ 1) a_%idarl ketentuan pasal:tﬁ-
i maupun pasal. 50, Undang~undang Pe;kawman namun belum berartl bahwa =

TWa ;an yang menéntukan bahwa Dewasa zaiah mereka yang
telah usia 18 tahun Keberatan atas batas usia tersebut bukan karena

perlu kita perhatikan pendapat J rof Dr Hazamn SH meng,__*
ehau berpendapat bahwa pasal 47 Undang—undang Perkawinan
‘_restnksx pengertian..dewasa, ‘sebagai. telah sanggup : berdiri
senchra atau terlepas dari pemeliharaan orang tua. Pasal tersebut menentukan
bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin adalah
di bawah kekuasaan orang tuanya dan karena itu mesti diwakili oleh orang
tuanya dalam segala perbuatan hukum:. Segala perbuatan hukum beliau garis
bawahi, dengan memberikan catatan bukankzh maksudnya dalam segala per-
buatan perdata? Selanjutnya: Beliau berpendapat, ini berarti.bahwa seorang
yang belum berumur 18 tahun. dan (maksudnya atau)-belum pernah kawin
adalah. beium dewasa Dlsml hendaklah diingat bahwa dengan: tidak mengu=
rangi. berlakunya hukum agama, menurut: pasal -7 -seorang pria. baru; boleh
kawin jika iatelah mencapai umur, 19 tahun dan bagi seorang. wanita jika ia
telah mencapai.umur 16 tahun. - Maka anak laki-laki yang sudah berumur .18
tahun tetapi-belum kawin juga, walaupun telah mencapai umur 19 tahun: atau
lebzh adalah serentak telah.dewasa dan belum dewasa? Sedangkan anak
perempuan- yang-sudah. berumur 16 tahun tetapi belum juga kawin sampai
mencapai-umur.-18-tahun atau lebih juga mesti diartikan telah dewasa:dan
serentak belum dewasa? Redaksi yang. mengandung kepmcangan 1tu dlulang
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. batas 'u51a-21-.tahun yang dlpergunakan daiziiﬁ Komp;laaa Hukum 1slam- er-...'

i dasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang pemeriharaan anak,

dimana didalam pasal 98 dxtenmkan batas. usia: yang mampu berdiri sendiri
atau dewasa adalah 21 tahun, Sepanjang’ “anak tersebut tidak bercacat fisik
maipun mental atau belum pernah melangsungkan perkawman Kalimat ter-
akhir rumusan tersebut, yakni ..." atau belum pernah melangsungkan perka-
winan ..." menurut hemat kaml masih rancu dan dapat diberi catatan atau
dise'mpu_rnakan lebih lanjut, :

Menurut hemat kami, prinsip dasar pola perumusan usia dewasa Prof.
Dr Hazazrm SH. dapat d1pergunakan se_ba_gal pedoman penyempurnaan

_ 1an Hal 1m denvan p;er-
tau belum pernah meiang-

pernah:melangsuhgkan lperkawman meskapun’ telah berusaha menentukan
usm d asa 21 ahun hal ml"'dxkhawanrkan memmbulkan kerancuan pula

3 ‘Berdasarkan’ kes:mpulan tersebut dlatas, Prof dr Ha.zamn berpeu—
dapat bahwa usia dewasa sebaiknya 21 tahun,dengan berpegang pada pasal
6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Apabila memang demikian, maka pasal
6 ayat 2, juga perlu disempurnakan.

Usia dewasa meskipun dapat dikaitkan dengan pasal 6 ayat 2, (dimana
dalam pasal tersebut ditentukan tidak diperlukannya izin bagi seseorang
untuk meiangsungkan perkawinan), namun menurut kami tidak harus atas
dasar prmsxp demikian. Menurut hewmat kami usia 21 tahun untuk kawin

oo N o v snsrmmtl Adawm?dntiy cmmse s Y R s
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dapat dxpertimbangkan usia:diatas: 21 tahun mlsalnya Kitab. Undang-undang

Hukum Perdata dalam pasa! 42 menentukan 4isia 30 tahun, atau ditentukan

dibawah 30, tahun. +yakni:25:tahu _etldak-ndaknya 3:ukuran: kemampuan

'seseorang telah;.fterpenuhi dalam usia: ‘tersebut,’ yakm kemampuan jasmani:

- psykhis, maupun kemampuan berkarya,yang menjamin kesejahteraan kelu-

;arg disampmg dapat pula dxkaatkan dengan program kependudukan, mxsah
‘el - a






